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KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN 

ISLAM DI INDONESIA, KEKOSONGAN HUKUM, MEDIA 

SOSIAL DAN KONTROL SOSIAL 

 

 

A. Kedudukan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di 

Indonesia 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan salah 

satu pelopor dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

khususnya dalam bidang agama Islam. Kemajuan dan 

perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam mampu 

berkembang dan bersaing dengan perguruan tinggi umum. Selain itu, 

semangat para tokoh muslim yang melatarbelakangi berdirinya 

perguruan tinggi keagamaan Islam serta mengejar ketertinggalan 

dalam Pendidikan Islam (Pulungan & Dalimunthe, 2022). 

Menurut Fahri Perguruan tinggi keagamaan Islam adalah 

perguruan tinggi yang dikelola oleh umat Islam dan keberadaannya 

disemangati oleh keinginan mengimplementasikan nilai-nilai 

keislaman. Pengertian ini tidak hanya mengkategorikan bahwa 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai perguruan 

tinggi yang menjadikan Agama Islam sebagai salah satu Mata 

Kuliah Dasar Umum (MKDU) melainkan menjadikan Islam sebagai 

bidang kajian. Persoalan penting terkait dengan keberadaan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam saat ini adalah bagaimana 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia memposisikan dan 

memerankan dirinya dalam setiap perubahan dan tantangan saat ini 



| 2 | 

dan masa depan. Perubahan yang terjadi secara global, konflik 

peradaban, derasnya perkembangan IPTEK dan tantangan yang 

dihadapi umat Islam yang berhubungan dengan krisis spiritual dan 

erosi nilai akidah, syariah dan akhlak di Masyarakat (Jurnal et al., 

2017). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Misi 

Departemen Agama telah mengatur tujuan pendidikan tinggi yang 

secara konstitusional Pendidikan Tinggi Islam bertujuan: 

1. Menyiapkan peserta didik yang mempunyai kemampuan 

akademik dan profesional yang dapat mengembangkan, 

menerapkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, 

seni, teknologi, dan kebudayaan yang bernafaskan Islam 

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam dan atau 

kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat serta mengembangkan kebudayaan nasional 

3. Merumuskan, menyebarluaskan dan mendirikan filosofi dan 

nilai-nilai agama Islam sehingga dapat digunakan oleh 

masyarakat sebagai parameter perilaku kehidupan, menjadi 

inspirator dan katalisator pembangunan, serta motivator 

terciptanya toleransi kehidupan beragama, serta kehidupan yang 

harmonis antar umat yang berbeda agama.(ABADIE et al., 

1999) 

Tujuan PTKI diatas sejalan dengan deklarasi yang 

dikeluarkan oleh UNESCO “World Declaration on Higher 
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Education for the Twenty First Century: Vision and 

Action”(UNESCO, 1998). Salah satu isinya menyatakan bahwa misi 

dan fungsi Perguruan Tinggi adalah: “Higher education should 

reinforce its role of service to society, especially its activities aimed 

at eliminating poverty, intolerance, violence, illiteracy, hunger, 

environmental degradation and disease, mainly through an 

interdisciplinary and transdisciplinary approach in the analysis of 

problems and issues.” Bahwa Perguruan Tinggi harus berperan 

melayani masyarakat, terutama kegiatan yang bertujuan untuk 

menghilangkan kemiskinan, intoleransi, kekerasan, buta huruf, 

kelaparan, Lingkungan degradasi dan penyakit, terutama melalui 

pendekatan interdisiplin dan transdisipliner dalam analisis masalah 

dan isu. Menghilangkan kekerasan yang dimaksud juga termasuk 

salah satunya adalah kekerasan dalam tayangan atau tampilan baik 

di media sosial maupun media internet. 

Terciptanya perguruan tinggi Islam di Indonesia pada dasarnya 

merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama 

terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk 

mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan dirintis 

sejak pada zaman penjajahan (Pulungan & Dalimunthe, 2022). 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga melaksanakan 

kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan 

dan Pengajaran; kegiatan menyampaikan ilmu pengetahuan dan 

sekaligus transfer budaya terhadap mahasiswa, dalam bidang 

Penelitian; kegiatan untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu 
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pengetahuan, serta melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

kegiatan mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. 

 

B. Kekosongan Hukum 

Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) secara harfiah merupakan 

gabungan dari dua kata, yaitu kekosongan dan hukum atau dalam 

bahasa hukum dikenal dengan istilah Rechtsvacuum. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, ”kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat 

dan sebagainya) kosong atau kehampaan,”(Redaksi, 2005). 

Sementara kamus hukum mengartikan vacuum sama dengan 

“kosong atau lowong“. Dalam arti yang sempit kekosongan hukum 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan kosong atau tidak adanya 

peraturan perundang- undangan atau tidak ada hukum yang 

mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat tertentu. Dalam 

hukum positif, istilah kekosongan hukum lebih tepat dikatakan 

sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan”(Nasir, 2017). 

Hukum atau rechts menurut kamus hukum, rechts secara 

objektif berarti undang-undang atau hukum. Hukum adalah 

“himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan-

larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu 

harus ditaati oleh masyarakat itu”(Wantu, 2016). Grotius dalam 

karyanya De Jure Belli ac Pacis (1625) menyatakan, bahwa hukum 

adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. 

Adapun Van Vollenhoven dalam buku yang berjudul Het Adatrecht 
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van Ned Indie mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala 

dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam 

keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala- 

gejala lainnya”(Nasir, 2017). Dalam definisi yang lain, hukum itu 

ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan 

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh 

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap 

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu 

dengan hukuman tertentu (Kansil, 1989). 

Sementara dalam pendekatan filsafat memberikan pengertian 

mengenai hukum, yaitu “Hukum adalah himpunan peraturan-

peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, 

larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta 

dengan maksud untuk mengatur tata- tertib dalam kehidupan 

masyarakat.” Dengan peraturan-peraturan yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau 

kebiasaan) (Nasir, 2017). 

Dari beberapa batasan dan pengertian yang dikemukakan para 

sarjana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi 

beberapa unsur, yaitu: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat. 

b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 

c. Peraturan itu bersifat memaksa. 
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d. Pada pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi 

yang tegas (Wirawan et al., 2017). 

Kekosongan hukum bisa terjadi karena beberapa hal; pertama, 

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh legislatif 

maupun eksekutif membutuhkan waktu yang lama, sehingga hal-hal 

atau keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan tersebut bisa saja 

telah berubah. Kedua, hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat 

diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau telah diatur 

dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas dan 

atau tidak lengkap (Pratama, 2020). 

Kekosongan hukum menimbulkan tidak adanya kepastian 

hukum, keadilan, dan kemanfaatan di masyarakat. Lebih jauh, 

Mertokusumo menyebutkan ada tiga unsur tersebut sebagai cita 

hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum 

(Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit) dan pemanfaatan 

(Zweckmasigkeit). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, 

tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada 

dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita 

hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat 

tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban 

masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian 

hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak 

bermanfaat bagi masyarakat (Wantu, 2016). 
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C. MEDIA SOSIAL 

1. Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu tren berbasis Teknologi 

Informasi (TI) pada era Information Age atau Digital Era. Media 

Sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis Internet yang 

dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi dari Web 2.0, 

dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran Konten 

Buatan Pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010). Media sosial 

muncul sebagai salah satu terminologi popular yang merambah 

semua generasi. Dengan media sosial, aktivitas yang tadinya 

dilakukan secara konvensional dengan face to face berubah 

menjadi secara virtual (Abdillah, n.d.) 

Media sosial memiliki manfaat dalam komunikasi, edukasi, 

rekreasi, promosi, diseminasi berinteraksi, dll. Tapi disisi lain 

media sosial sering digunakan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab untuk menyebar konten-konten negatif 

seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, 

dll. Hal ini sangat berbahaya yang berpotensi memicu 

kebencian, kemarahan, yang menyebabkan disintegrasi bangsa 

(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018). 

Media sosial muncul sebagai inovasi teknologi dalam 

media baru. Media sosial juga menjadi media partisipasi 

kolektif yang dapat digunakan sebagai media bertukar 

informasi, menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta 

dapat menimbulkan perasaan dan emosional (Thifalia & Susanti, 
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2021). Media sosial dapat dijadikan sebagai inovasi baru dalam 

berinteraksi sosial antar pengguna (Setiawan, 2019). 

Kotler dan Keller mendefinisikan media sosial sebagai 

media yang dipakai oleh konsumen untuk memberikan 

informasi dalam bentuk video, audio, teks, dan gambar antara 

satu dengan pengguna yang lain (Shofa et al., 2018). Sedangkan 

menurut Nasrullah media sosial merupakan platform media 

yang memberikan fasilitas agar penggunanya beraktifitas secara 

bebas dan dapat berkolaborasi dengan pengguna yang lain untuk 

menguatkan eksistensi penggunanya (Rulli Nasrullah, 2018). 

Selain fungsi-fungsi tersebut, media sosial juga berperan 

menjadi fasilitator online yang dapat menghubungkan antar 

pengguna untuk dapat saling berinteraksi menjalin kerja sama, 

Jadi dapat digaris bawahi bahwa media sosial merupakan salah 

satu alat yang digunakan seseorang agar saling terhubung 

dengan segala hal dan yang terpenting yaitu sebagai alat 

berbagai informasi secara cepat, aktualisasi diri lebih efektif, 

dan penggunaannya efektif di mana saja mulai dari melakukan 

sharing bahkan kolaborasi. 

Adapun jenis media sosial menurut Kotler dan Keller dalam 

buku Mass Communication Theory Foundations, Ferment, and 

Future ada beberapa ialah sebagai berikut : 

a. Komunitas dan forum online, yang dilakukan konsumen 

tanpa dipengaruhi oleh iklan maupun afiliasi dari 
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perusahaan dimana antar anggota yang terdapat di 

dalamnya dapat menjalin komunikasi 

b. Bloggers. Blog merupakan media yang dianggap penting 

bagi word of mouth atau media sosial yang digunakan 

penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, 

saling berbagi dan mengomentari. 

c. Jaringan sosial, yang berupa situs-situs jejaring sosial 

seperti Twitter, facebook, MySpace, dan Linkedin (Baran 

Stanley J. & Davis Dennis K., 2013) 

2. Populasi Pengguna Media Sosial di Indonesia 

Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar 

keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (AS). 

Indonesia juga merupakan Negara terbesar dan terpenting di 

ASEAN, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di 

dunia. Indonesia juga menjadi rumah bagi populasi muslim 

terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga salah satu Negara 

yang aktif mengampanyekan pertumbuhan sektor digital di 

berbagai bidang kehidupan. Penetrasi pengguna media sosial di 

Indonesia juga semakin tinggi (Abdillah, 2022). 

Penduduk Indonesia berjumlah 276,4 juta dengan jumlah 

pengguna perangkat Mobile yang terhubung: 353,8 juta (128% 

dari total populasi), Pengguna Internet: 212,9 juta (77% dari 

total populasi) serta Pengguna Media Sosial Aktif: 167 juta 

(60,4% dari total populasi) (Andi Dwi Riyanto, 2023). 
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Gambar 1.2. Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia 

 

Berdasarkan penilaian Similarweb pada tahun 2023 di 

Indonesia terdapat pengguna internet sering mengunjungi laman 

diantaranya Google, youtube, facebook, Instagram, Twitter, 

Watshapp, Shopee, Detik.com, Kompas.com, Hotstar, 

Tokopedia, Tribun, ppgames, pikiran.rakyat.com dan masih 

banyak media lain (Andi Dwi Riyanto, 2023). 

 
Gambar 2.2. Pengguna Internet di Indonesia 

 

Tren penggunaan internet didominasi oleh media sosial dan 

akses dari mobile phone atau smartphone. Adapun platform 

media sosial yang banyak digunakan di Indonesia adalah 
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Facebook, Instagram, Tiktok, Telegram, Twiter, FB messenger, 

Snack Video, Pinteres, Line, linkedin, Discord, Snapchat, Like 

dan skype (Andi Dwi Riyanto, 2023). 

 
Gambar 3.2. Platform Media Sosial yang diakses di Indonesia 

 

3. Tayangan dan Tampilan Media Sosial 

Media sosial dapat menayangkan suguhan berbagai 

informasi dan dapat juga memicu konflik. Informasi yang 

diberikan media sosial sangat beragam baik informasi itu benar 

maupun hoaks. Adapun media sosial yang dapat memicu konflik 

adalah salah satu individu atau kelompok yang memanfaatkan 

media sosial sebagai media saling mengolok-olok atau saling 

memaki antar kelompok sehingga situasi cenderung memanas 

dan penuh kebencian. Dalam kasus tayangan media social di 

atas maka pelaku media sosial dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu media social innovator dan pelaku media social destructor. 

Pelaku media innovator adalah orang orang yang memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang 

public yang produktif untuk kebaikan bersama. Sementara 
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pelaku media social destructor adalah pelaku media sosial yang 

memanfaatkan media social untuk merusak ruang public dengan 

menebar hal hal yang negatif dan tidak bermanfaat untuk 

kebaikan public (Surokim, 2017). 

Sebagaimana media sosial yang mudah menampilkan 

tayangan, maka secara ideal konten media sosial harusnya bisa 

mengadopsi pada aturan tayangan di televisi yang harus lolos uji 

kelayakan sensor sebelum dipublikasikan. Secara tegas pada UU 

No. 33 Tahun 2009 bahwa sensor itu ditujukan pada film dengan 

melalui penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan 

iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak publik. 

Setelah melalui tahapan penyensoran film dan iklan film maka 

tayangan akan disertakan pencantuman kode penggolongan 

usia (kode SU untuk penonton semua umur, kode R13 untuk 

penonton usia 13 tahun atau diatasnya, kode D17 untuk 

penonton minimal berusia 17 tahun, dan kode D21 untuk 

penonton paling rendah berusia 21) (Film, 2009). 

Sedangkan dalam pasal 39 Pedoman Perilaku Penyiaran 

(P3) ditegaskan bahwa lembaga penyiaran wajib mendapatkan 

keterangan lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Selain 

itu, seluruh konten dan materi siaran wajib lulus sensor yang 

dilakukan oleh internal masing-masing lembaga penyiaran dan 

mengklasifikasikan program siaran berdasarkan aturan yang 

berlaku. Namun hal ini belum berlaku terhadap media sosial. 

Tampilan dan tayangan di media sosial hanya terbatas pada 
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ukuran tayangan, durasi, dan laman media (Lembaran & 

Republik, 2016). 

4. Manfaat dan Dampak Penggunaan Media Sosial 

a. Manfaat 

Media social memiliki manfaat baik manfaat bagi 

pengguna secara individu maupun pengguna dalam 

organisasi atau Lembaga. Manfaat yang didapatkan bagi 

pengguna media sosial secara individu adalah pertama, 

media komunikasi digital, media sosial membantu 

pengguna berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun 

melalui koneksi internet. Kedua, sarana pembelajaran dan 

pengembangan diri. Melimpahnya informasi didunia maya 

menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana 

pembelajaran dan pengembangan diri. Ketiga, media 

hiburan, konten yang tersebar di media sosial saat ini 

sangatlah beragam dan tidak sedikit masyarakat yang 

menjadikan media sosial sebagai media hiburan dalam 

aktivitas sehari-hari. Keempat, membuka lapangan 

pekerjaan, terdapat banyak sekali pekerjaan yang lahir dari 

perkembangan media sosial. Sebut saja pembuat konten, 

penulis artikel hingga berjualan adalah contoh pekerjaan 

yang dapat dilakukan dengan bantuan media sosial 

(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018). 

Sedangkan manfaat penggunaan media sosial bagi 

organisasi atau lembaga antara lain: sebagai media 
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komunikasi digital mirip dengan kegunaan media sosial 

bagi individu, saat ini hampir semua organisasi 

memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi 

digital mereka dengan Masyarakat. Selain itu sebagai 

media pemasaran, daya jangkau media sosial yang sangat 

luas menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana 

utama dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital 

saat ini (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018). 

b. Dampak 

Selain manfaat yang didapatkan dalam 

menggunakan media social, media social juga memberikan 

dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak 

positif dari media sosial diantaranya: 

1) Menjalin komunikasi dengan banyak orang di seluruh 

dunia secara mudah dan efisien melalui jenis jejaring 

sosial seperti instagram, facebook, youtube, twitter, 

tiktok, dan lain-lain 

2) Memperluas koneksi dan jaringan karena pergaulan di 

media sosial sangat luas. 

3) Memudahkan penggunanya mengirim pesan dengan 

cepat, efisien, dan mudah. 

4) Berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. 

5) Informasi tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan 

detik, 
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6) Efisiensi harga, dibanding media lain media sosial jauh 

lebih efektif biayanya (Saodah Wok et al., 2006). 

Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah 

sebagai berikut : 

1) Durasi dan rutinitas bermedia sosial dalam waktu yang 

lama, dapat menyebabkan seseorang mengabaikan 

orang-orang di kehidupan nyata. 

2) Menurunkan interaksi seseorang secara langsung, 

karena orang sudah dimudahkan dengan menjalin 

interaksi melalui media sosial. 

3) Rutinitas bermedia sosial pada satu titik akan 

mengganggu kesehatan mental seseorang. 

4) Rendahnya literasi media sosial dapat memicu 

terjadinya konflik. Kebebasan berpendapat dan 

berkomentar secara berlebihan dapat menimbulkan 

konflik yang berakhir pada permusuhan oleh sesama 

pengguna media sosial, serta memicu terjadinya 

perpecahan (Saodah Wok et al., 2006). 

 

D. Teori Kontrol Sosial 

Pengertian teori kontrol sosial atau control theory mengacu pada 

beberapa sudut pandang berkaitan dengan pengendalian perilaku 

manusia, pemahaman teori kontrol sosial atau teori kontrol sosial 

terkait dengan perdebatan tentang kejahatan dan kriminalitas terkait 

dengan variabel sosiologis; termasuk struktur keluarga, kelompok 
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pendidikan dan penguasa. Oleh karena itu pendekatan teori kontrol 

sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. 

Munculnya teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam 

perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap 

orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan 

tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang 

criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh 

terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada 

sistem.Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu 

teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self 

report survey (Setyabudhi, 2016). 

Reiss, membedakan dua macam teori kontrol sosial, yaitu 

personal control dan social control. Yang dimaksud dengan personal 

control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk 

menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara 

melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan 

yang dimaksud dengan social control atau control external adalah 

kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat 

untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi 

efektif (Setyabudhi, 2016). 

Teori yang peneliti gunakan ialah teori kontrol sosial Travis 

Hirschi. Teori kontrol sosial Hirschi tergolong dalam perspektif 

micro sociological studies yang menekankan sistem kontrol sosial 

secara informal dengan komitmen individu sebagai kekuatan untuk 

menentukan tingkah laku. Sepaham dengan Durkheim bahwa 
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tingkah laku individu menjadi cerminan berbagai ragam pandangan 

moralitas. Penyimpangan tingkah laku individu diakibatkan oleh 

tidak adanya atau kurangnya keterikatan moral individu terhadap 

masyarakat (Achjani, 2013). 

Hirschi dalam teorinya mengatakan empat indikator utama 

pandangan baru terhadap teori kontrol sosial yaitu: 

1. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan sosial merupakan 

akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu agar 

bertindak konform terhadap tata tertib yang dianut oleh 

Masyarakat 

2. Penyimpangan dan kriminalitas menjadi bukti adanya 

kegagalan kelompok sosial konvensional dalam mengatur setiap 

individu agar berlaku tertib dan taat pada aturan. 

3. Setiap individu seharusnya mampu melakukan role (morality) 

yang telah disepakati. 

4. Kekuatan dan dampak dari kontrol internal lebih berpengaruh 

daripada kontrol eksternal (Costello & Laub, 2020). 

Dalam teori kontrol sosial dapat dikaji melalui dua perspektif 

yaitu macrosociological studies dan microsociological studies. 

Macrosociological studies, Memfokuskan pada sistem formal yang 

mengontrol Masyarakat. System formal diantaranya : sistem hukum, 

UU dan penegak hukum, kelompok-kelompok kekuatan di 

Masyarakat, arahan-arahan ekonomi dan sosial pemerintah atau 

kelompok swasta dengan menjadikan positif atau negatif. 
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Microsociological studies, Memfokuskan perhatian pada sistem 

kontrol secara informal. Kekuatan yang menentukan dalam kontrol 

sosial tingkah laku. Tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai 

ragam pandangan tentang kesusilaan/moral, serta bebas dalam 

perilaku penyimpangan (Surokim, 2017). 

 



| 19 | 

SENSOR KONTEN DALAM MEDIA SOSIAL 

 

 

Konten media menjadi indikator vital dalam penyampaian 

informasi kepada masyarakat. Sebab budaya, paradigma, hingga 

keberlangsungan ekonomi era sekarang ini dapat dikontrol dan 

dibangun melalui media social. Namun kemudahan dan efektifitas ini 

dalam perkembangannya tidak berbanding lurus dengan realitas 

yang ada. Di mana media social menjadi bagian penyumbang aksi 

penyebaran konten negative seperti pornografi, cyberstalking, 

cyberbullying, perjudian, dan lainnya (Rohmiyati, 2018). Yang 

kemudian menjadi penyebab pengguna mengalami kerugian psikis 

yang akan berimbas pada sisi ekonomi. 

Sensor konten negative media sosial di Indonesia masih menjadi 

dilema, sebab melihat realitas yang ada konten negative belum secara 

tegas diperangi. Kontrol konten negative ini tidak menjadi bagian 

dari tugas KPI melainkan pemerintah melalui Kominfo 

(Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha 

Mencerdaskan Bangsa, 2016). Kominfo memberikan aturan bagi 

masing-masing media sosial untuk memiliki kebijakan bagi 

penggunanya baik dalam hal kepemilikan akun media bahkan aturan 

umum dalam akses informasi atau konsumsi pengguna dalam media. 

Masing-masing media memiliki ketentuan / kebijakan dalam 

penyensoran konten. Meski demikian pemerintah tetap melakukan 

dan menerapkan control terhadap konten negative di media social 

melalui UU ITE. Dalam hal ini penulis akan memberikan sampling 
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untuk menunjukkan sensor pada masing-masing media social yaitu 

sebagai berikut. 

A. Sensor Konten pada Media Sosial Instagram 

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan mengambil 

gambar yang menerapkan fitur digital untuk mengubah tampilan 

efek foto dan dapat dibagikan ke berbagai layanan media social yang 

lain. Instagram memiliki lima menu utama yaitu home page, 

explore, profil, news feed, hashtag, lokasi, follow, like, dan mentions. 

Dengan segala macam tools fitur yang disuguhkan, pengguna dapat 

dengan mudah mencari informasi dengan kualitas terbaik gambar, 

video, dan audio. Dalam perkembangannya, Instagram dijadikan 

tidak hanya sekedar mengexplore informasi dan menampilkan 

informasi juga digunakan untuk media jual beli. Hal ini menjadikan 

media Instagram tidak ‘luput’ dari sasaran konten negative. Sehingga 

Instagram juga membuka /tools khusus untuk melakukan pencegahan 

terhadap datangnya konten negartif. 

Fitur control konten sensitive di social media Instagram dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Sumber dari https://www.liputan6.com/tekno/read/4612165/cara-aktifkan-fitur-

kontrol-konten-sensitif-di- instagram?page=3 
 

https://www.liputan6.com/tekno/read/4612165/cara-aktifkan-fitur-kontrol-konten-sensitif-di-instagram?page=3
https://www.liputan6.com/tekno/read/4612165/cara-aktifkan-fitur-kontrol-konten-sensitif-di-instagram?page=3
https://www.liputan6.com/tekno/read/4612165/cara-aktifkan-fitur-kontrol-konten-sensitif-di-instagram?page=3
https://www.liputan6.com/tekno/read/4612165/cara-aktifkan-fitur-kontrol-konten-sensitif-di-instagram?page=3
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Selain menu khusus, Instagram juga memberikan panduan khusus 

agar pengguna media tersebut tidak menghadirkan dana atau 

memproduksi konten negative, seperti pornografi, penawaran layanan 

seks, permainan judi online, dan jenis cybercrime yang lain. Di antara 

kebijakannya ialah sebagai berikut: 
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Bahkan dalam Instagram ada tools khusus tentang alat untuk 

melawan perundungan. Hal ini bukan tanpa sebab bahwa pengguna 

Instagram berdasarkan data tahun 2023 di dominasi oleh remaja 

dengan rentang umur 18-24 tahun sebesar 30,8 %(Ummanah et al., 

2021). Perundungan/bulliying menjadi bagian dari realitas yang 

kerap menghampiri anak-anak remaja. Maka dengan tanggap 

media Instagram memberikan himbauan dan kebijakan-kebijakan 

untuk para pengguna ialah sebagai berikut: 

 

 

Tidak hanya itu bahkan Instagram juga memberikan informasi 

dan panduan serta tutorial bagi orang tua dalam memberikan 

pengawasan penggunaan media Instagram di mobile. 
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Instagram juga melibatkan pengguna lain yang melihat 

pelanggaran dalam postingan maupun komentar pengguna lain. 

sehingga komunitas Instagram bisa terkontrol dan terhindar dari 

konten negative. Beberapa kebijakan diantaranya pengguna 

diberikan pilihan atas konten yang akan dikonsumsi seperti di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami telah membuat Panduan untuk orang tua yang menjelaskan cara kerja 

Instagram, dan mendemonstrasikan alat bantu yang kami buat untuk 

membantu menjaga anak anda tetap aman di Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untuk membantu orang-orang menghindari postingan yang mungkin mengganggu, 

kami dapat membatasi visibilitas postingan tertentu yang telah ditandai oleh 

komunitas Instagram karena mengandung konten sensitif. Untuk info lebih lanjut, 
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B. Sensor Konten pada Media Sosial Facebook 

Facebook dan Instagram berada dibawah naungan perusahaan 

“meta” atau dikenal dengan “metaverse”. Sebenarnya media ini 

hadir sebagai bentuk layanan dari perusahaan teknologi miliki Mark 

Zuckerberg agar memudahkan dan membantu manusia dalam 

melakukan aktifitas utamanya ialah bisnis. Ada dua segmen bisnis 

yang yang dimaksud, yaitu bisnis keluarga aplikasi facebook seperti 

facebook, whatsapp, Instagram, messenger, dan yang kedua ialah 

“platform masa depan”. Namun sayangnya kemudahan dan 

keterbaruan layanan dan fasilitas ini tidak selamanya berdampak 

positif. Sebab, bagi sebagaian orang pengguna memanfaatkan media 

Instagram dan facebook untuk hal-hal negatif seperti judi online, 

pemasaran konten pornografi dan pornografi, dan beberapa kejahatan 

lain yang sifatnya adalah cybercrime (Minin et al., 2021). 

Fecebook tidak secara otomatis dapat menyensor konten-konten 

negative. Namun dalam menu-menu di facebook tetap memberikan 

tools- tools khusus untuk mencegah bagi pengguna facebook agar 

dapat terhindar dari konten negative, diantaranya dengan membuat 

kebijakan. Berikut adalah beberapa kebijakan “sensor” Facebook 

menurut The Guardian (dalam Pita & Marcelino, 2020): 
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Beberapa cara pencegahan agar dalam facebook tidak muncul 

konten-konten negative yaitu: 

 
Sumber : https://bangka.tribunnews.com/2016/01/27/ begini-cara-mengamankan-

akun-facebook- dari-konten-porno 

 

Dan pengaturan pembatasan konten negative tidak akan muncul 

pada media facebook. Konten konten negative sering muncul 

menggunakan kedok aplikasi game menarik, sehingga pada menu 

tersebut lebih baik di non aktifkan. 

 

C. Sensor Konten pada Media Sosial Youtube 

Youtube merupakan platform media social yang banyak 

digunakan oleh masyarakat Indonesia. platform ini menyajikan 

konten video seperti music, hiburan, pendidikan, olahraga, dan lain 

sebagainya. Namun tidak sedikit pula para oknum yang 

menggunakan youtube untuk menayangkan konten negatif, seperti 

video porno, video kekerasan seksual, video kekerasan terhadap 

anak, dan video negative yang lain (Islam et al., 2018). 

Melalui platform ini juga seorang pengguna tanpa batas 

mengkases informasi dan mendapatkan tayangan kekerasan dan 

perilaku negative. Meski sekarang sudah ada youtube kids, 

nampaknya tidak secara signifikan dapat membendung konsumsi 

https://bangka.tribunnews.com/2016/01/27/begini-cara-mengamankan-akun-facebook-dari-konten-porno
https://bangka.tribunnews.com/2016/01/27/begini-cara-mengamankan-akun-facebook-dari-konten-porno
https://bangka.tribunnews.com/2016/01/27/begini-cara-mengamankan-akun-facebook-dari-konten-porno
https://bangka.tribunnews.com/2016/01/27/begini-cara-mengamankan-akun-facebook-dari-konten-porno
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anak terhadap video lain di youtube. Sebab KPI (Komunisi 

Penyiaran Indonesia) tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi 

platform youtube. Meski demikianm youtube sebagaimana 

Instagram memiliki pedoman dan kebijakan khusus terkait konten 

negative. Sehingga dapat mencegah terjadinya akses yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan umur pengguna. 

Cara mencegah konten dewasa di Youtube terbagi atas media 

yang digunakan masing-masing pengguna seperti Android, iPhone, 

dan Android TV 

 
Sumber : https://www.medcom.id/gaya/gadget- talk/PNg6PgLK-cara-

memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone- dan-android-tv 

 

YouTube juga telah memberikan pedoman dan kebijakan terkait 

konten yang dilarang untuk diunggah, seperti: Konten seksual atau 

ketelanjangan; Konten yang merugikan atau berbahaya; Konten 

yang mengandung kebencian; Konten kekerasan atau vulgar; 

Pelecehan dan cyberbullying; Spam, metadata yang menyesatkan, 

dan scam; Ancaman; Konten yang melanggar Hak Cipta; Konten 

https://www.medcom.id/gaya/gadget-talk/PNg6PgLK-cara-memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone-dan-android-tv
https://www.medcom.id/gaya/gadget-talk/PNg6PgLK-cara-memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone-dan-android-tv
https://www.medcom.id/gaya/gadget-talk/PNg6PgLK-cara-memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone-dan-android-tv
https://www.medcom.id/gaya/gadget-talk/PNg6PgLK-cara-memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone-dan-android-tv
https://www.medcom.id/gaya/gadget-talk/PNg6PgLK-cara-memblokir-konten-dewasa-di-youtube-untuk-android-iphone-dan-android-tv
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yang melanggar privasi; Peniruan identitas; dan Konten yang 

membahayakan anak (Dina Lienda NPM, 2023). 

Apabila pembuat konten tetap mengunggah konten yang 

dilarang sebagaimana di atas, maka pengguna dapat dikenakan 

sanksi dari YouTube seperti di antaranya: Peringatan; Teguran yang 

terdiri dari teguran pertama, kedua, dan ketiga; Penghentian / 

pemblokiran channel atau akun. 

 

D. Sensor Konten pada Media Sosial Media OTT  

OTT atau Over The Top merupakan layanan streaming yang 

menayangkan konten di internet. Di era modern ini penikmat film 

dan musik dipermudah dengan hadirnya OTT, sebab pengguna 

diberi kemudahan dan keleluasaan serta akses yang tidak terbatas 

pada layanan OTT ini. Pengguna cukup mendaftar dan berlangganan 

agar dapat mengakses konten film, vidio, audio dan sebagainya 

(layanan netflix atau spotify). Dengan hadirnya OTT ini TV kabel 

kini sudah berubah menjadi TV digital yang juga bisa menggunakan 

jaringan internet, sebab hal ini akan dapat dijangkau oleh konsumen 

secara luas. 

Konsumen mengakses konten di OTT melalui perangkat yang 

terhubung dengan internet seperti ponsel (android dan Ios), Smart 

TV (Google TV, Roku TV, dan LG Electronics Channel Plus), 

decoder (Apple TV, Nvidia Shield, Fire TV, dan Roku), konsol 

permainan (seperti PlayStation 4, Wii U, Xbox One, Playstation 5, 

dan Xbox Series X/S), tablet, serta computer desktop dan laptop. 
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Tahun 2019 tercatat 45 % penonton siaran konten OTT berasal dari 

pengguna Android dan iOS sedangkan 39 % yang lain menggunakan 

web untuk mengakses OTT. Artinya ada 84 % di tahun 2019 yang 

menikmati tayangan konten di OTT(Dina Lienda NPM, 2023). 

OTT yang memberikan tayangan film dengan cara 

berlangganan ini tidak cukup mudah atau lebih rumit dan pelik 

permasalahannya tentang sensor konten negatif. Sebab siapapun 

dapat mengakses dan nonton tayangan film sesukanya dan apapun 

yang pengguna mau akses. Hal ini cukup menimbulkan masalah baru 

yang lebib rumit, yaitu pengguna netflik tidak terbatas dan teratur 

waktu tayangnya. Sehingga dapat dimungkin siapa saja bahkan anak 

kecil sekalipun dapat menikmati film-film yang tidak sesuai dengan 

umurnya. Sebab dalam layanan OTT tidak memberikan batasan 

sebagaimana film di TV Kabel dan atau Bioskop, yang hal ini masih 

bisa terkontrol oleh LSF dan KPI sekaligus (Adhiatma & Krisnadi, 

2016). Di lansir dari lamana CNN Menkominfo yaitu Budi Arie 

Setiadi menjelaskan: 

“pihak kementerian komunikasi dan informatika sedang 

mengkaji apakah series film yang ditayangkan OTT 

dimasukkan pada ranah penyiaran atau tidak?” (Baca artikel 

CNN Indonesia “Kominfo: Sensor Netflix dkk Tak Cukup Pakai 

UU ITE,” 2023). 

Wacana di atas justru menjadi dilematika, sebab disisi lain akan 

menguntungkan bagi industri film karena sistem penayangan hanya 

berdasarkan ikatan kerjasama dan perjanjian dengan OTT, namun di 

sisi yang lain juga akan mendorong masyarakat khususnya anak-
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anak dapat mengakses film yang tidak sesuai dengan umurnya atas 

kemampun bayar/langganan berbayar yang mereka lakukan. Hal ini 

ditakutkan akan berdampak pada perilaku individu remaja dan 

digital cultur yang harusnya selaras dengan digital athic tidak 

terwujud pada masyarakat Indonesia. 

OTT merupakan perusahaan streeming yang mengembalikan 

sistem filterisasi konten negatif kepada masing-masing 

penyelenggara konten, meski demikian OTT juga akan melakukan 

self cencorship yaitu menyaring konten. Netflix sebagai salah satu 

media di OTT yang menayangkan film berbayar memberikan 

kebijakan bagi pengguna sebagai upaya self concership yaitu dengan 

cara melalui kontrol akun pengguna. 

1. Profil Akun Pengguna 

 

2. Setting Profil Akun Anak-Anak 
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Pengaturan profil anak-anak pada platform netflix kemudian 

dilanjutkan dengan klik “profil” dan “pembatasan streaming” lalu 

dari pembatasan ini akan menyaring judul sesuai dengan pembatasan 

judul di dalam profil yang sudah diatur. 

Meski orang tua sudah mengatur profile anal pada akun Netflix 

tetapi untuk menjaga kekhawatiran orang tua agar tidak diatur ulang 

oleh qorang lain atau bahkan anak, orang tua dapat memberikan pin 

sebagai gembok profil. Beginilah layanan netflix dalam pembatasan 

tayangan agar sesuai dengan umur dan kebutuhan. 

 

E. Sensor Konten pada Media Sosial Tiktok 

Tiktok merupakan media sosial mutakhir yang memiliki 

pengguna terbanyak yaitu 106,51 juta per Oktober 2023. Sama 

halnya dengan media sosial yang lain media tiktok rentan menjadi 

bagian penyebar konten negatif. Terlebih sebelumnya tidak ada 

batasan/kebijakan yang mengharuskan tiktok bisa digunakan oleh 

remaja, dewasa, atau orang tua (Mahardhika et al., 2021). Semua 

orang dapat menginstal dan memiliki akun dengan mudah dan 

menikmati konten yang ada di dalamnya tanpa batasan apapun. 

Pada awal Juli 2018 Kominfo melakukan pemblokiran layanan 

tiktok, sebab konten yang disuguhkan oleh pengguna sudah di luar 

batas. Bukan hanya dari aksi informasi tidak benar saja, melainkan 

dari ujaran kebencian, paham budaya yang tidak sesuai dengan 

budaya Indonesia (sebut LGBT, dan semacamnya) sampai pada 

permainan yang membahayakan (sebut demam pencarian pokemon 
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dan challenge joget dan aksi-aksi yang merugikan dan 

membahayakan yang lain) tampil di tiktok dengan mudahnya 

(Aqidah, 2022). 

Karena meresahkan masyarakat Indonesia tiktok sempat 

mengalami pemblokiran oleh Kominfo, hingga Kelly Zhang (CEO 

Tiktok) dan timnya datang secara langsung ke Kementerian 

Komunikasi dan Informatika untuk melakukan diskusi, bahwa tiktok 

hadir sebenarnya untuk membangun kreatifitas Gen.Z dengan 

layanan fitur yang mutakhir. Namun melihat realita lapangan bahwa 

tiktok justru mendorong masyarakat mengikuti budaya gaway 

terbarukan dengan konten berbahaya, akhirnya disepakati bahwa 

akan ada kebijakan khusus untuk pengguna tiktok di Indonesia dan 

menggunakan model yang sama sebagaimana media sosial yang lain 

seperti instagram, facebook, dll yaitu akan ada sejumlah moderator 

konten tiktok di Indonesia. Tugas para moderator ini bukan hanya 

mengawasi tetapi mengawal penuh dan memastikan tidak ada 

konten negatif yang muncul di beranda tiktok.  

Muncul beberapa kebijakan bagi pengguna tiktok yaitu sebagai 

berikut: 
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Sumber https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger- 

users/en?enter_method=bottom_navigation 

 

https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger-users/en?enter_method=bottom_navigation
https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger-users/en?enter_method=bottom_navigation
https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger-users/en?enter_method=bottom_navigation
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SENSOR KONTEN MEDIA SOSIAL SERTA PERAN 

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DALAM 

MENGISI KEKOSONGAN HUKUM TENTANG SENSOR 

KONTEN 

 

 

A. Penerapan Sensor Konten Media Sosial yang Dilakukan 

oleh Pemerintah 

Munculnya berbagai platform media social tentu memberi 

kemudakan untuk memperoleh informasi, baik informasi berupa 

gambar, teks, video, suara, grafis, music, dan komunikasi. Namun 

disisi lain platform media social telah membawa perubahan baik dari 

sisi cara, bentuk, bahkan pola interaksi manusia. Lebih luas, 

konsekusensi kultural atas kedatangan teknologi baik dalam ranah 

personal maupun social masyarakat juga mengalami perubahan. 

Perubahan ini nyatanya juga memberikan dampak pada unsur 

kewaspadaan dari beberapa pihak, diantaranya pemerintah, lembaga 

pendidikan, agama, dan masyarakat. Pemerintah menjadi pusat 

ditetapkannya kebijakan aturan/regulasi dalam menggunakan media, 

lembaga pendidikan menjadi penyelaras /penyeimbang 

/mengejawantahkan atas kebijakan sesuai dengan etika moral dalam 

bersosial masyararakat baik dalam media maupun di luar media 

(Kemenkominfo, 2022). Sedangkan agama menjadi herarki landasan 

nilai baik kebijakan oleh negara maupun pelaksanaan penjabaran 

atau pengejawantahan kepada khalayak publik. 
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Dewasa ini dalam berbagai perkembangan platform media 

sosial baik dari layanan, tayangan, ketersediaan informasi, dan 

macam konten mendorong masyarakat untuk memiliki pengetahuan 

lebih luas. Sebab, bijak dalam bermedia sekarang ini menjadi 

kebutuhan wajib. Melalui Kemenkominfo pemerintah telah 

berupaya untuk memerangi konten negatif seperti berita bohong 

(hoax), ujaran kebencian (hate speech), perundungan di media maya 

(cyberbullying), pornografi, penipuan, dan radikalisme di dunia 

maya secara manual (Joko Surosos, 2019).  

Mesin sensor telah aktif sejak 2018 yaitu Trust+ melalui mesin, 

upaya penepisan konten negatif cukup dengan memasukkan kata 

kunci. Kemudian mesin dengan sendirinya dapat menganalisis situs-

situs konten-konten negatif. Namun Trust+ memiliki system kerja 

yang masih manual, dimana masih mengandalkan aduan baik dari 

kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan bahkan 

masyarakat. Sementara pertumbuhan konten Internet yang sangat 

cepat dimanfaatkan oleh pembuat dan penyebar konten bermuatan 

negatif sehingga Kemkominfo seringkali terlambat 

mengantisipasinya. Sehingga diperlukan teknologi dengan 

pengadaan mesin pengais konten negatif (AIS)(mambang, 2021). 

Mesin pengais konten negative (AIS) berfungsi untuk 

membantu tim cyber drone 9 menemukan situs atau akun penyebar 

konten negative seperti pornografi, penipuan online, cyberstalking, 

perjudian online, radikalisme, dan sebagaimana. Dengan 

memasukkan kata kunci AIS membutuhkan waktu 5 sampai 10 
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menit untuk menemukan situs dan akun media social yang dimaksud 

sedangkan tentang data privasi pemerintah telah menjamin tidak 

akan ada penyebaran sebab hanya focus pada kontennya saja. Meski 

Trust+ yang telah berintegrasi dengan cyber drone 9 dibekukan 

karena tidak berfungsi dengan maksimal untuk menangkal konten 

negative. Masyarakat masih tetap bisa menyamapaikan aduannya di 

situs aduankonten.id dibawah tim cyber drone 9. Sehingga sampai 

saat ini kominfo masih mengandalkan mesin pengais konten 

negative (AIS). Selain itu pemerintah memberikan fitur safe search 

dan report button sebagai upaya agar masyarakat ikut andil dalam 

mencegah dan melaporkan apabila menemukan konten-konten 

negatif.  

Penjelasan di atas mnunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini 

kominfo hanya berada di lingkup pencegahan, tidak masuk pada 

ranah hukum sebagaimana amanat UU ITE No. 11/2008 Pasal 27 

dan Pasal 28 (DPR RI, 2008) yaitu; 

Pasal 27 

● Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan. 

● Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 

● Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
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Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik. 

● Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan 

dan/atau pengancaman. 

Pasal 28 

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA). 

 

Kondisi masyarakat pengguna media media social hari ini cukup 

mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena psikologis dan 

akhlak, tetapi juga pada sisi pendidikan. Dalam penelitian Aryan 

Kapinski dari Ohio State University menyebutkan, mahasiswa yang 

menggunakan facebook secara aktif ternayat memiliki nilai lebih 

rendah dari pada mahasiswa yang tidak menggunakan facebook. 

Selain itu peristiwa bunuh diri para pelajar dan mahasiswa yang 

kemudian menjadi endemic baru di Indonesia, tidak lain karena 

dipengaruhi oleh informasi tentang kejadian yang sama yang 

disebarkan oleh media sosial dan media lain di internet. Remaja 

belum cukup mampu menimbang informasi secara bijak sehingga 

akan cenderung lebih pasif dan mengikuti dalam menerima 

informasi (Wening Sari, 2019). Hal ini bepengaruh kepada 

keputusan-keputusan yang diambil akan cenderung salah.  
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Melihat realitas ini pemerintah harus lebih tanggap dan 

responsif. Bukan hanya bergerak untuk memberikan himabauan 

kepada PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) saja melainkan 

adanya gerakan nyata dengan melibatkan beberapa institusi terkait 

seperti lembaga pendidikan/perguruan tinggi. Kegiatan yang selama 

ini selalu didemonstrasikan ialah literasi media baik literasi media 

digital maupun elektronik.  

Dalam pembahasan sebelumnya, masing-masing media social 

telah memberikan aturan/kebijakan bagi pengguna platform media 

masing-masing, bahkan tiktok sampai diblokir oleh Kominfo pada 

tahun 2018 dan dibuka kembali beberapa saat kemudian setelah ada 

kesepakatan. Pemerintah memang sudah melakukan upaya-upaya 

agar informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat terhindar dari 

konten negatif. Namun upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang 

maksimal, sebab dalam aturan-aturan pengguna media social dengan 

memberikan batasan umur dapat dimanipulasi oleh pengguna 

(Irwanto & Hariatiningsih, 2019). Seperti saat mendaftar tidak 

mengisikan dokumen secara real, bahkan cenderung data diisikan 

keterangan umur lebih tua agar memiliki akun tertentu. Hal inilah 

yang kemudian mendorong seseorang mengkonsumsi konten tidak 

sesuai dengan umurnya. 

Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistika bahwa 88, 

99 % anak usia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet untuk 

mengakses media sosial dan sebanyak 63,08 % melihat tayangan 

hiburan di media sosial. Harusnya media sosial memiliki 
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keberpihakan pada konsumen media, salah satunya ialah dengan 

penggunaan bahasa yang sesuai/kesantunan bahasa di media. Sebab 

salah satu kelayakan unggul pada aspek pembentukan kualitas SDM 

ialah peningkatan kompetensi berbahasa. 

Pembuat konten media sosial di Indonesia cukup menjanjikan, 

sebab penghasilan dari media sosial berpeluang untuk menjadi 

ladang penghasilan jutaan, puluhan juta, hingga ratusan juta. 

Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong membuat konten 

di media sosial. Sayangnya pembuat konten ini tidak serta merta 

memiliki kemampuan bahasa yang memadai sebagaimana 

memahami rule kesantuanan bahasa atas budaya masing-masing. 

Sebagaimana empat pilar literasi media tidak hanya cerdas dalam 

sisi digital skill tetapi juga digital culture dan digital ethics. Selain 

itu, pembuat konten media era sekarang ikut serta fomo viral yang 

lebih cenderung mengedepankan sensasi bukan kualiti. Hal inilah 

yang menjadikan masalah semakin runcing, sebab pembuat konten 

yang tidak mementingkan kualitas dan bahasa sedangkan konsumen 

media cenderung pasif dan mengikuti sisi viralitas.  

Viralisasi dalam media sosial akan menimbulkan masalah baru, 

sebab sisi viral memiliki daya tarik emosionla yang dapat 

menjadikan pengguna media sosial tertarik untuk menduplikasikan 

atau membagikan kontennya (Agustina, 2020). Hal ini cukup 

mengkhawtirkan sebab pengguna media sosial baik penikmat 

maupun mengisi konten belum cukup ilmu tentang literasi digital, 

sehingga permasalahan akan semakin menggurita. 
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Hal inilah yang menjadikan konten-konten negatif masih 

berseliweran di media social. Bahkan dari Siaran Pers No. 

312/HM/KOMINFO/09/2023 Selasa, 19 September 2023 tentang 

“Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten 

Negatif”, disebutkan data dari tahun 2018 sampai dengan 2023 

sudah ada 3.761.730 konten, dengan rincian 969.308 konten judi 

online, 8.954 konten fintech ilegal, dan 1.211.571 konten 

pornografi.” (Kominfo, 2023) Data tersebut memperkuat harus 

adanya gerakan nyata bukan hanya sekedar memberikan pencegahan 

yang ditujukan pada masing-masing platform media social. 

Menggalakkan lebih masif pada semua lini tentang literasi media 

social ini harus dilakukan dan pemblokiran terhadap konten dapat 

secara otomatis muncul di masing-masing media social.  

B. Peranan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam 

Mengisi Kekosongan Hukum tentang Sensor Konten di 

Media Sosial 

Sebagai lembaga pendidikan Perguruan tinggi cukup memiliki 

peran dalam memberikan edukasi dalam media digital. Namun aksi 

yang dilakukan tidak hanya semata-mata muncul pada mata kuliah 

saja. Perguruan tinggi islam telah melakukan kegiatan literasi media 

baik digital mapun elektronik, kegiatan tersebut dilakukan tidak 

hanya pada scope perkulaihan semata. Perguruan tinggi hadir pula 

di masyarakat dengan memberikan penyuluhan penggunaan media 

dengan bijak, memberikan masukan kepada orang tua tentang 
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bagaimana cara mengawasi anak-anak dalam menggunkan media 

sosialnya.  

Bahkan sekarang ini banyak gerakan-gerakan di kalangan 

mahasiswa yang juga ikut serta berperan di masyarakat, seperti 

keikutsertaannya dalam KKN, Pelatihan tentang media sosil, dan 

lainnya. Tidak hanya itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pun 

ikut andil dalam memberikan karyanya tentang literasi media digital 

bagi para remaja Gen Z. Sebagaimana hasil wawancara penulis 

kepada beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menunjukkan, 

bahwa : 

“PTKI andil dalam berbagai kegiatan masyarakat baik bekerja 

sama pemerintah atau instansi terkait dengan melakukan 

sosialisasi, pendampingan, pelatihan pemanafaatan media 

sosial pada kegiatan positif, seminar, dan kepada orang tua 

dalam memberikan pengawasan kepada anak. selain itu buku-

buku karya dosen dan karya tulis mahasiswankerap dibagikan 

kepada lembaga edukasi lain seperti Sekolah SMA, SMP, 

hingga SD ”(Peneliti, 2023) 

Dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi, tidak hanya 

berperan dalam memberikan pelayanan yang berbasis media digital. 

Bukan hanya dari sisi pemanfaatan media digital, tetapi juga 

memberikan kebijakan atas dasar agama. Sehingga literasi yang 

dibangun bukan hanya berdasarkan pengetahuan umum tetapi juga 

landasan berperilaku dalam agama.  

Menyikapi perkembangan media digital, Islam telah lebih dulu 

memberikan pemahaman atas dunia era sekarang ini yang semakin 
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canggih. Allah menyampaikan dalam Qur’an surat ar-Rahman Ayat 

33;  

وا ل  الأرْضِ فاانفْمذم اتِ وا اوا ما ارِ السَّ وا مِنْ أَقْطا ْ أَنْ تانْفمذم عْتُم تاطا نِ اس ْ
ِ
نسِْ ا الإ ا الجِْنِِّ وا عْشَا يَا ما

ان لْطا ل بِسم
ِ
ونا ا  ٍ تانْفمذم

“Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak 

akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari 

Allah)”(Departemen Agama RI, 2010) 

Dalam kitab Al Muslimun wa Al-Ilm al –Hadis kata “sulthan” 

disebutkan sebagai ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi. 

Bahwa ayat tersebut sebagai bagian dari isyarat kepada manusia 

yang telah diberikan bekal akal bahwa dengan akalnya itulah ilmu 

harus dikembangkan (DR. Nawir Yuslem. MA, 2001). Allah 

mengisyaratkan dengan “jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, tembuslah”  

و الْارْضِ فاانفْمذم مٰوٰتِ وا ارِ السَّ وْا مِنْ ااقْطا ْ اانْ تانْفمذم عْتُم تاطا  ْاِنِ اس ْ

Manusia akan mampu menembus langit (angkasa) dengan akal 

yang mereka miliki. Sebab Allah dalam ayat lain menyatakan bahwa 

manusia merupakan khalifah fil-Ard. Kata khalifah fil Ard dalam al 

Wur’an hanya muncul 2 kali, di surat yang berbeda dengan konteks 

yang berbeda. Konteks pertama berbicara tentang hakikat penciptaan 

adam sebagai manausia, hakikat kedua ialah tentang kemampuan 

dan sifat yang harus dimiliki oleh manusia. Sebagaimana Q.S. shad 

ayat 26  
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ا  َّبِعِ الهْاوٰى فايمضِلَّّ لا تات ِ وا قِّ ايْْا النَّاسِ بِِلحْا ْ ب لِيْفاةً فِِ الْارْضِ فااحْكُم لْنٰكا خا عا اوٗدم اِنََّّ جا نْ  يٰدا  عا

ا اوْما الحِْسا وْا ي اسم ا ن دِيدٌْ ۢ بِما ابٌ شا اهممْ عاذا ِ ل بِيْلِ اللِّٰ ينْا ياضِلُّوْنا عانْ سا ِ ِِۗ اِنَّ الََّّ بِيْلِ اللِّٰ   ِ ࣖبسا

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah 

(penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu 

karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan”(Departemen Agama RI, 2010) 

Kata khalifah dalam al-Qur’an selalu terkait dengan pemberian 

Allah kepada manusia sebagai syari’at. Di mana manusia diberi 

kemampuan berpikir luar biasa, kemampuan akal manusia dapay 

mengelola alam semeseta secara bebas dan dapat bernilai bagi 

manusia yang lain. Tentu pengelolaan sumber daya yang ada harus 

dilakukan dengan bijak sebagaimana khittah manusia sebagai 

khalifah fil ard, ayat shad di atas menyeru bahwa penggunaan hati 

bukan atas hawa nafsu menjadi titik poin terpenting manusia.  

Allah meenciptakan adam dan hawa sebagai khalifah fil ard 

yang dalam kegiatannya dibutuhkan kerjasama. Maka kelompok / 

jama’ah atau lembaga keagamaan perlu menilik kembali peranannya 

baik dari skala individu maupun kelompok tentang kemanfaatan dan 

kemampuannya di tengah masyarakat lain yang membutuhkan.  

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi salah satu lembaga 

pendidikan yang dalam membangun paradigma dan menularkan 

perilaku dengan dasar agama yaitu akhlakul karimah dan ukhuwwah 

islamiyyah. Memperkuat cara pandang dengan pondasi keagaamaan, 

sehingga masyarakat dapat bersikap secara objektif tentang kondisi 
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dan perkembangan zaman yang dihadapi. Dalam hal ini individu 

(manusia) menjadi bagian terpenting dalam dunia digital. Bukan 

hanya dari sisi terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan 

tetapi juga pembangunan persaudaraan dalam suatu negara.  

Media digital dapat menunjukkan peradaban suatu bangsa 

dengan tayangan konten yang mereka produksi dan budaya digital 

yang mereka tunjukkan melalui media social. Maka untuk menuju 

masyarakat yang berakhlak karimah dan menjadi masyarakat yang 

memiliki ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah 

Wathaniyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwah Basyariyah atau 

Insaniyah (persaudaraan umat manusia), perlunya saling bahu 

membahu membangun cara pandang berdasarkan asas agama yang 

kuat. Melalui perinsi ta’aruf (saling mengenal), tafahum (saling 

memahami), ta’awun (saling tolong-menolong dalam kebaikan dan 

meninggalkan keburukan), dan takaful (merasa saling melengkapi 

dan menjamin satu sama lain) (Al Mutawwakkil Alallah, 2019).  

Media social harus menjadi bagian wasilah/jalan antar individu 

membangun persaudaraan dan menyebarkan kebaikan. Saling 

membangun paradigma dan cara padangan positif bukan sebaliknya. 

Realitanya banyak masyarakat yang lebih berpikir praktis sehingga 

segala cara yang mudah dan di kedepankan dan mengenyampingkan 

sisi nilai moral dan etis. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu 

hadir menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat 

mengfilter dan bersikap dalam menghadapi gempuran tayangan 

media social. Sebab perkembangan teknologi dan media digital tidak 
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bisa dibendung dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat 

membutuhkan literasi yang mumpuni agar dapat bersikap saat 

mendapati konten yang cenderung merugikan.  

Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sendiri media sosial 

yang mereka miliki telah menerapkan filter konten. Hal ini bertujuan 

agar tidak menyalurkan dan tertaut pada konten-konten negatif. 

Selain selalu memberikan pengawasan dan pantauan khusus bagi 

media sosial yang mereka miliki. Meski proteksi yang mereka miliki 

rendah, sebab terkadang masih bisa di sabotase oleh oknum-oknum 

yang tidak bertanggung jawab.  

 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki Program Studi 

Komunikasi dan penyiaran Islam. 

Sebagian besar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki 

Prodi KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) sebagai salah satu 

program studi yang konsen di bidang media dan penyiaran dengan 

basis ilmu keIslaman. Sebenarnya hal ini cukup ideal untuk 

memberikan attantion terhadap penyebaran konten negatif seperti 

pornografi, pornoaksi, cyberbullying, cybertaling, penyebran info 

HOAX, perjuadian online, dan lainnya di media sosial.  

Attantion tersebut masuk dalam kurikulum yang membangun 

individu memahami bukan hanya dari sisi perkembangan media 

(skill digital) tetapi juga mempelajari etika bermedia (digital ethic), 

budaya media (digital culture), dan dengan basic agama Islam, KPI 

memberikan bekal kepada mashasiswa untuk memiliki kemampuan 
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melindungi diri dan menghindarkan diri dari konten-konten negative 

(digital safety). Hal tersebut telah tercantum dalam kurikulum Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam.  

Prodi KPI memiliki kesadaran penuh tentang landasan agama 

dalam menggunakan media. Sebagaimana dalam penyebaran 

informasi tidak serta merta tanpa croscek begitu saja. Apalagi 

informasi yang diberikan akan di konsumsi oleh masyarakat luas. 

Sebagai dasar pencarian informasi dan penyebaran informasi harus 

belandaskan UU Pers No. 40 tahun 1999 bahwa informasi yang akan 

disampaikan harus di corscek kebenarannya (Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan, 2004). Hal ini selaras dengan Q.S al 

Hujurat ayat 6 menyatakan: 

اا   ايُُّّ ينْا يَٰا ِ ا فا   الََّّ وْا عالٰٰ ما ٍ فاتمصْبِحم هاالَا َّنموْْٓا اانْ تمصِيْبموْا قاوْمًا ۢ بِِا ابااٍ فاتاباي ْ فااسِقٌۢ بِن كُم اۤءا نموْْٓا اِنْ جا ْ اٰما لْتُم عا

 َندِٰمِيْْ 

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang 

kepadamu membawa berita penting, maka telitilah 

kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 

karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali 

perbuatanmu itu.”(Departemen Agama RI, 2010) 

Ayat di atas dalam tafsir ibnu katsir disebut sebagai ayat yang 

memperingatkan kepada manusia, bahwa informasi yang datang 

kepadanya tidak serta merta boleh langsung dipercaya. Lebih detail 

dan rinci, tafsir ibnu katsir menyebutkan harus dilahat dulu siapa 

yang membawa informasi. berita yang diperoleh melalui media 

massa tidak lantas di percaya maupun di tolak, melainkan dicroscek 

kebenarannya (KATSIR, n.d.). Lantas prinsip post-truth inilah yang 
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dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam utamanya 

Prodi KPI. Sebab fungsi dari prodi KPI ialah untuk memberikan 

pemahaman kepada pengguna media sosial lebih mendalami prinsip-

prinsip komunikasi massa dengan mengutamakan etika moral 

beragama dan bermedia.  

Sosial media masing-masing platform memang tidak secara 

spesifik memiliki fitur penangkal konten negatif. Sebagaimana BAB 

III menujukkan hanya role/kebijakan berupa pedoman bagi 

pengguna dan lebih spesifik tiktok memiliki moderator khusus di 

indonesia untuk mengkounter konten-konten negatif. Sebab dalam 

perjanjiannya dengan kominfo bahwa pengguna tiktok boleh 

berumur dari 13 tahun. Artinya bahwa sebenarnya masing-masing 

media ini hanya bertugas pada ranah pencegahan bukan penangkalan 

atau pemblokiran secara otomatis. Sehingga dalam PTKI berupaya 

untuk hadir dan ikut serta dalam meminimalisir dampak konten 

negatif di sosial media. Sebab regulasi hukum sensor harusnya 

menjadi kajian utama saat ini pemerintah dalam menangkal segala 

kemungkinan yang akan terjadi akibat konten negatif. Sebagaimana 

hasil wawancara pada PTKIN & PTKIS yaitu  

“PTKI harus berperan aktif memerangi konten negatif, terlebih 

pengguna media sosial di dominasi oleh kalangan pelajar dan 

mahasiswa. PTKI harus bersinergi dengan stakeholder agar 

generasi dapat memanfaatkan media lebih bijak, inovatif, dan 

memiliki kesadaran penuh dan beretika dalam menggunakan 

media soaial. Seharusnya regulasi dalam media sosial masing-

masing ataupun terpusat di pemerintah bisa mengkontrol 

pengguna untuk agar tidak keliru dalam bermedia sosial. Selain 

itu juga karena pertama regulasi dapat melindungi masyarakat 
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dari konten berbahaya, misinformasi, dan penyebaran hate 

speech yang dapat merugikan individu atau kelompok. Kedua, 

regulasi dapat membantu menciptakan lingkungan online yang 

aman dan mendukung perkembangan positif, terutama bagi 

anak-anak dan remaja. Ketiga, regulasi dapat menegakkan etika 

dan tanggung jawab sosial di dunia digital, serta mencegah 

penyalahgunaan media sosial untuk tujuan negatif seperti 

menyebarkan informasi palsu atau merusak citra 

seseorang.”(Peneliti, 2023) 

Upaya pemerintah dalam memberikan pencegahan melalui 

kebijakan masing-masing media dan perguruan tinggi melalui 

literasi media digitalnya. Memberikan masukkan kepada pemerintah 

khususnya Kominfo, yaitu perihal apa saja yang harus disensor oleh 

pemerintah yaitu  

“pemerintah seharusnya menyensor sisi konten, audio visual, 

gambar, vidio, film, informasi tertulis maupun tidak tertulis 

yang bermuatan hoax dan iklan. Sensor pada media sosial 

seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip etika dan 

keamanan. Jenis sensor yang diterapkan harus fokus pada 

konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan hate 

speech. Selain itu, sensor juga dapat mencakup algoritma yang 

mengidentifikasi dan memitigasi penyebaran informasi palsu 

atau disinformasi. Penting untuk mencari keseimbangan antara 

melindungi pengguna dari konten merugikan dan memastikan 

kebebasan berekspresi. Transparansi dalam proses sensor serta 

mekanisme banding atau pengajuan keluhan juga diperlukan 

untuk memastikan adil dan bertanggung jawabnya pelaksanaan 

sensor tersebut.”(Peneliti, 2023) 

Namun hal ini tentu tidak mudah, sebab pasti saat edukasi di 

berikan oleh PTKI dan pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah 

pengguna memiliki kekuasaan penuh terhadap hal apa sajakah yang 

akan mereka lihat, akan mereka konsumsi. Beberapa tantangan PTKI 
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dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya filterisasi 

konten (masuk diranah literasi media) yaitu sebagai beriktu: 

1. Kampus tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi 

mahasiswa dalam bermedia sosial  

2. Kampus hanya akan memberikan sanksi baik etis maupun 

akademik kepada mahasiswa apabila mahasiswa menggunakan 

sosial media untuk tidak hal-hal negatif yang berkaitan dengan 

kampus. Seperti pencemaran nama baik, pornografi, hatespace, 

dan lainnya.  

3. Kampus mempersiapkan SDM dalam bentuk tim pemerhati atau 

advocasi tentang pentingnya mendapatkan konten positif.  

4. Regulasi yang harus ditempuh terlalu kompleks karena 

terbentur dengan ketidakpastian hukum dan kebebesan 

berpendapat di ruang media.  

5. PTKI mungkin akan menghadapi resistensi dari pihak yang 

mendukung kebebasan berekspresi, sehingga perlu mencari 

keseimbangan yang tepat antara kontrol dan 

kebebasan.(Peneliti, 2023) 

Berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga pendidikan sebut 

saja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah dilakukan. 

Nampaknya memang hal ini perlu menjadi kepentingan utama 

keduanya. Sebab pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus 

lebih tegas dalam mengiringi konten-konten media sosial sedangkan 

PTKI harus lebih masif dan mampu menawarkan benang merah atas 
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pandangan kebebasan berpekespresi/berpendapat masyarakat dan 

reaktualisasi digital ethic dalam empat pilar gerakan literasi media.  

 

C. Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam 

Merespon Konten Negatif di Media Sosial  

Berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, di mana 

terdapat kekosongan hukum terkait dengan sensor konten pada 

media sosial, Perguruan tinggi keagamaan Islam dapat mengambil 

peran penting dalam menanggapi konten-konten negatif yang 

bermunculan di media sosial. Perguruan tinggi keagamaan Islam 

dapat memberikan pendidikan dan kesadaran kepada mahasiswanya 

serta masyarakat umum melalui kegiatan seminat dan pelatihan-

pelatihan untuk mengedukasi masyarakat umum tentang bagaimana 

bahaya konten negatif di media sosial. Selain melalui pelatihan dan 

seminar, edukasi kepada masyarakat juga dapat dilakukan melalui 

kegiatan penyuluhan dan pembinaan, perguruan tinggi dapat 

membantu mengidentifikasi konten negatif, memberikan 

pemahaman tentang dampaknya, dan memberikan solusi 

penyelesaiannya. Perguruan tinggi keagamaan Islam juga dapat 

terlibat dan mengambil peran dalam diskusi publik tentang konten 

negatif di media sosial melalui konferensi atau forum diskusi terbuka 

lainnya untuk membentuk kesadaran dan pemahaman yang lebih 

baik tentang isu bahaya konten media sosial. Berdasarkan teori peran 

yang diharapkan atau Expected Role, peran-peran di atas semestinya 

dapat dilakasanakan oleh semua perguruan tinggi keagamaan islam 



| 50 | 

untuk mencegah dampak yang lebih besar atas ketiadaan sensor 

konten media sosial (Rorong, 2020). 

Secara nyata, pemberdayaan Komunitas lokal penting untuk 

dilaksanakan oleh Perguruan tinggi keagamaan Islam untuk 

bersama-sama melawan konten negatif di media sosial melalui 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen dan 

tenaga pendidik perguruan tinggi keagamaan islam serta melalui 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa yang menyebar di 

berbagai wilayah. Dengan peran nyata perguruan tinggi keagamaan 

Islam dalam merespon konten negatif di media sosial, suasana 

bermedsos dapat tercipta secara lebih positif dan berkualitas, sesuai 

dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam. Selain itu, 

pembinaan Etika Bermedia Sosial dengan memberikan pembinaan 

dan pelatihan tentang bagaima seharusnya beretika bermedia sosial 

kepada mahasiswa dan komunitasnya, cara berkomunikasi secara 

sopan, saling menghormati, serta melatih masyarakat untuk 

melakukan pengecekan informasi sebelum menyebarkannya lewat 

media sosial.  

Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh Perguruan tinggi 

selanjutnya adalah dengan melakukan riset mendalam tentang 

konten-konten negatif yang bermunculan di media sosial, termasuk 

tren, faktor yang mempengaruhinya, serta akibat hukum yang 

ditimbulkannya. Sehingga pada langkah selanjutnya dapat 

mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam merespon konten 

negatif. Setelah melakukan riset dan analisis mendalam, perguruan 
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tinggi keagamaan islam dapat mengambil langkah berkolaborasi 

dengan para Stakeholder terkait, misalnya pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat, dan perusahaan IT. Langkah ini dimaksudkan 

untuk mengembangkan solusi yang tepat guna dalam menanggapi 

konten negatif di media sosial. Sehingga ke depan akan mampu 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan, pengembangan alat dan sumber daya, serta pelaksanaan 

program-program pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah ini 

sesuai dengan teori peran yang dilakukan atau Actual Role, yaitu cara 

bagaimana seharusnya peran perguruan tinggi keagamaan islam 

dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan peran 

ini lebih fleksibel dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

ada di dalam masyarakat (Rorong, 2020) 

Dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara dengan 

sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyebar di 

seluruh wilayah Indonesia dapat disimpulkan bahwa PTKI sampai 

saat ini telah memiliki peran dalam bentuk yang bervariasi 

tergantung pada sumber daya, kapasitas, dan fokus yang 

dikembangkan oleh masing-masing PTKI. Namun pada prinsipnya, 

selain menjadi pusat pendidikan dan pengajaran, PTKI diharapkan 

untuk menjadi pusat pemahaman dan advokasi terhadap nilai-nilai 

agama Islam dalam merespons konten negatif di media sosial. 

Beberapa peran variatif yang sedang dikembangkan oleh PTKI 

berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah PTKI dapat 

dikelompokkan menjadi: 
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- Peran PTKI baru pada tahap pemberian masukan dan anjuran 

melalui literasi media. 

- Melakukan Sosialisasi melalui kegiatan pengabdian pada 

masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 

dilakukan oleh mahasiswa. 

- Melakukan praktek kampanye literasi media di tingkat sekolah 

yang dilakukan oleh mahasiswa, KKN tematik literasi media, 

pengabdian masyarakat literasi media. 

- Melakukan filter konten untuk mencegah atau membatasi akses 

ke konten tertentu berdasarkan kriteria tertentu 

- Mengambil peran sebagai pemantau media, bukan dalam 

konteks sensor konten medsos. Hal yang mungkin dilakukan 

adalah melakukan blocking konten tidak pantas dan tidak sesuai 

dengan etika moral dan agama. 

- Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan pendampingan serta 

aksi atau praktek bermedsos yang baik dan tidak melanggar 

etika 

- PTKI dapat berperan sebagai mitra sensor konten, bukan 

sebagai creator 

- PTKI dapat membantu dengan memberikan laporan terhadap 

konten yang bermasalah kemudian memberikan masukan 

kepada diskominfo atas hal yang berkaitan dengan pelanggaran 

yang terjadi. 

- Melakukan Social Campaign about digital literacy. 
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- Membuat gerakan literasi media pada akar rumput dan 

masyarakat kelas bawah. 

- Memberikan sosialisasi tentang konten yang seharusnya. 

Pengguna yang melanggar harus memdapat sanksi tegas, serta 

tidak tidak dibenarkan satu orang memiliki akun media sosial 

yang sama lebih dari 2 akun. 

Berdasarkan teori peran, peran yang diharapkan dan 

dikembangkan oleh PTKI sejalan dengan "teori peran yang 

diharapkan" dengan mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh 

masyarakat terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam dalam 

merespons konten negatif di media sosial. Sedangkan dalam konteks 

"teori peran yang dilakukan" mengacu pada peran yang benar-benar 

dilakukan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam dalam konteks 

tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh beberapa PTKI dalam 

merespon adanya konten negatif media sosial dengan gaya dan 

bentuk yang bervariatif sudah menunjukkan keselarasan dengan 

teori peran yang dilakukan atau Actual Role, yang secara singkat 

diartikan sebagai peran/aski nyata yang telah dilakukan oleh PTKI 

(Rorong, 2020). 
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PENUTUP 

 

 

Pengawasan Pemerintah terhadap konten media sosial 

dilakukan melalui Kominfo berupaya untuk memberikan role/aturan 

pengguna media. hal ini bertujuan agar ada regulasi yang mengatur 

tata tertib penggunaan media sosial. Namun secara langsung 

pemerintah tidak memiliki kekuatan terhadap pemblokiran secara 

langsung konten negatif di media sosial. Hanya jika ada aduan saja 

dari pengguna atau masyarakat. Bahkan OTT Over The Top yang 

menyediakan layanan film baik berseries maupun tidak dengan 

pengakses yang cukup leluasa media asal berlangganan dan berbayar 

inipun masih dalam kajian. Apakah masuk di ranah LSF atau KPI 

atau bahkan Kominfo secara langsung. Sebab platform ini 

menyuguhkan film baik terdapat adegan dewasa maupun tidak 

pengguna secara mudah dapat melihat tanpa sensor apapun. Dan 

bahkan siapaun tidak terkecuali anak-anak dapat mengkonsumsinya 

sebab yang menjadi tolak ukur ialah berbayar sedangkan data pribadi 

pengguna dewasa ini mudah untuk dimanipulasi.  

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, juga memiliki kedudukan 

startegis bukan hanya memberikan edukasi literasi media digital 

tetapi juga kegiatan pengejawantahan atas digital ethic bermedia. 

Sebab gerakan literasi media selama ini pun masih tetap berjalan 

namun realitanya pengguna masih saja banyak yang mengkonsumsi 

dan menyumbangsihkan konten negatif di sosial media. Namun 

dalam hal ini PTKI memiliki tantangan yang cukup pelik. 
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Sebagaimana dunia akademis sangat aware terhadap kebebesan 

berpendapat, ketebukaan terhadap pandangan baru. PTKI akan 

menghadapi resistensi dari pihak yang mendukung prinsip-prinsip 

tersebut.  

 



| 57 | 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abadie, A., Angrist, J., & Imbens, G. (1999). Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

Abdillah, L. A. (2022). Peranan Media Sosial Modern. Bening 

Media Publishing. 

Achjani, T. S. dan E. (2013). Kriminologi. Raja Grafindo Persada. 

Adhiatma, F. N., & Krisnadi, I. (2016). Dampak Layanan Over-the-

Top (OTT) Pada Layanan Operator Telekomunikasi. 1–6. 

Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha 

Mencerdaskan Bangsa, (2016). 

https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian- konten-

negatif-internet-dalam-usaha- mencerdaskan-bangsa/ 

Agustina, L. (2020). Viralitas Konten Di Media Sosial. Majalah 

Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, 1(2), 149–160. 

https://www.researchgate.net/publication/34829684 2 

Al Mutawwakkil Alallah. (2019). Wawasan al-Qur’an tentang 

Ukhuwah dalam Pndangan Tafsir al Misbah (Solusi atas Konflik 

Internal Agama). Jurusan Teknik Kimia USU, 3(1), 18–23. 

Andi Dwi Riyanto. (2023). Hootsuit (We Are Social) Indonesian 

Digital Report 2023. 

Aqidah, J. H. N. (2022). Kritik Globalisasi: Maraknya Konten Lgbt 

Dalam Media Sosial Tiktok Menurut Agama Dan Ham. 

JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 23(2), 1–

7. https://doi.org/10.33319/sos.v23i2.111 

Departemen Agama RI. (2010). al-Qur’an dan Terjemahnya. MQS 

Publishing. 

Dina Lienda NPM. (2023). Strategi Manajemen Channel Youtube 

Metrotvnews Dalam Menghindari Pelanggaran Konten 

Sensitive Berdasarkan Kebijakan Youtube. 01, 1–23. 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2004). UU RI 

No. 19 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 1, 1–5. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= 

s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxr

https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian-%20konten-negatif-internet-dalam-usaha-%20mencerdaskan-bangsa/
https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian-%20konten-negatif-internet-dalam-usaha-%20mencerdaskan-bangsa/
http://www.researchgate.net/publication/34829684
http://www.researchgate.net/publication/34829684
https://doi.org/10.33319/sos.v23i2.111
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc


| 58 | 

Keif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAe 

gQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2F

kanal%2Fpasar- modal%2Fregulasi%2Fundang- 

undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang- undang-nomo 

DPR RI. (2008). UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. 69–73.  ), ا   ع لا   ة لمجلا 

مو للعل ة يق ر 49( د لج م ال   

DR. Nawir Yuslem. MA. (2001). Ulumul Hadis (pp. 1– 496). Baca 

artikel CNN Indonesia “Kominfo: Sensor Netflix dkk Tak 

Cukup Pakai UU ITE,” (2023). 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230815 074321-

213-986118/kominfo-sensor-netflix-dkk-tak-cukup-pakai-uu-

ite 

Irwanto, I., & Hariatiningsih, L. R. (2019). Identitas Diri pada Media 

Sosial (Konstruksi Sosial dan Potensi Rumor Pengguna 

Instagram). Jurnal Komunikasi, 10(2), 184–190. 

https://doi.org/10.31294/jkom.v10i2.6411  

Islam, M. K., Ahmed, M. M., & Zamli, K. Z. (2018). Identifying the 

pornographic video on youtube using vlog stream. 2018 4th 

International Conference on Computing Communication and 

Automation, ICCCA 2018, December 2018. 

https://doi.org/10.1109/CCAA.2018.8777614 

Joko Surosos. (2019). Permasalahan Penegakkan Hukum Terhdap 

Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran 

Situs. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 8. 

https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.65 

Jurnal, P., Kopertais, O., Iv, W., & Pantura, C. (2017). Posisi 

Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Pengembangan 

Pemikiran Hukum Islam Herfin Fahri 1. 7(September), 57– 58. 

Kansil, C. S. . (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Indonesia,. Balai Pustaka. 

Katsir, I. (n.d.). Tafsir Ibnu Katsir. 

Kemenkominfo. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia 2022. 

Kominfo, November, 205–207. 

https://www.c2es.org/content/renewable-energy/ 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Memaksimalkan 

Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah. 

Direktoral Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. 

http://www.ojk.go.id/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230815
https://doi.org/10.31294/jkom.v10i2.6411
https://doi.org/10.1109/CCAA.2018.8777614
https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.65
http://www.c2es.org/content/renewable-energy/
http://www.c2es.org/content/renewable-energy/


| 59 | 

Kominfo. (2023). Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023 

Selasa, 19 September 2023 tentang “Sampai 17 September 

2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif. 

Mahardhika, S. V., Nurjannah, I., Ma’una, I. I., & Islamiyah, Z. 

(2021). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Minat Generasi 

Post-Millenial Di Indonesia Terhadap Penggunaan Aplikasi 

Tik-Tok. SOSEARCH : Social Science Educational Research, 

2(1), 40–53. https://doi.org/10.26740/sosearch.v2n1.p40-53  

Mambang. (2021). Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet 

(Internet of Things) (Issue April). 

https://www.researchgate.net/publication/36028940 1 

Minin, M., Setiawati, E., & Dewi, T. A. (2021). Pengaruh 

Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Karakter Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Viii Smp Muhammadiyah 

1 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020. EDUNOMIA: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Ekonomi, 1(2), 164–174. 

https://doi.org/10.24127/edunomia.v1i2.1570 

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Humum & Percepatan 

Perkembangan Masyarakat. Jurnal HUkum Replik, 5(2), 172–

183. 

Peneliti. (2023). Hasil Wawancara penelitian 2023 Bagaimanakah 

peran PTKI Anda dalam memberikan edukasi literasi media 

kepada masyarakat ? Penyuluhan kepada masyarakat untu bijak 

bermedia : 1 ( 11 ). 8. 

Pita, R., & Marcelino, G. (2020). Case Study : Facebook In Face of 

Crisis . Raquel Pita Guerreiro Marcelino Duarte. January, 2–

88. https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/29693/ 

1/152118129_RaquelDuarte_DPFA.pdf 

Pratama, F. S. (2020). Rechtsvacuum Phenomenon in Government 

Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 

related to Passport Renewal Period to 10 Years. 1(51), 51–58. 

Pulungan, Z., & Dalimunthe, S. S. (2022). Sejarah Berdirinya 

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. AL-USWAH: Jurnal Riset 

Dan Kajian Pendidikan Agama Islam. 

Redaksi, T. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia (III). Balai 

Pustaka. 

https://doi.org/10.26740/sosearch.v2n1.p40-53
http://www.researchgate.net/publication/36028940
http://www.researchgate.net/publication/36028940
https://doi.org/10.24127/edunomia.v1i2.1570


| 60 | 

Rohmiyati, Y. (2018). Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial 

Media. Anuva, 2(1), 29. https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-

42 

Rulli Nasrullah. (2018). Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya 

Siber. Prenada Media Group. 

Setiawan, A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Berita Bohong 

(Hoax) yang Beredar di Media Sosial Berdasarkan Hukum 

Positif. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 

Setyabudhi, G. M. S. dan K. R. (2016). Buku Ajar Kriminologi dan 

Viktimologi. Universitas Udayana. 

Shofa, F., Sari, A., Ramelan, M. R., Asri, D., Ambarwati, S., 

Manajemen, J., Ekonomi, F., & Lampung, U. (2018). Marketing 

Web Based ( E- Commerce ) Sebagai Strategi Pemasaran 

Produk Pertanian Di Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran. Prosiding Pengabdian Masyarakat. 

Surokim. (2017). Internet, Media Sosial dan Perubahan Sosial di 

Madura. FISIB UTM dan ASPIKOM. 

Thifalia, N., & Susanti, S. (2021). Produksi Konten Visual Dan 

Audiovisual Media Sosial Lembaga Sensor Film. Jurnal 

Common. https://doi.org/10.34010/common.v5i1.4799 

Ummanah, U., Anwar, N., & Heriyati, E. (2021). Dampak 

Komunikasi Psiko-Sosial Era Informasi Sosial Media Pada 

Generasi Millenial. Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Komunikasi, 18(2).  

Wantu, F. M. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. UNG Press. 

Wening Sari, Y. (2019). Menciptakan Generasi Yang Bijak Dalam 

Penggunaan Media Sosial. El- Tarbawi, 12(1), 65–74. 

https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol12.iss1.art5  

Wirawan, K., Atmadja, D. G., Ayu, G., Ariani, A., Ayu, G., Kartika, 

P., & Purwanto, W. N. (2017). Buku Ajar Pengantar Hukum 

Indonesia. Fakultas Hukum Udayana. 

https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42
https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42
https://doi.org/10.34010/common.v5i1.4799
https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol12.iss1.art5



	Cover PT Medsos - Depan
	Siti Asiyah, dkk. - Perguruan Tinggi & Media Sosial - PDF
	Cover PT Medsos - Belakang ISBN PDF

